KEPALA DESA
KABUPATEN SINTANG

PERATURAN KEPALA DESA BATU KETEBUNG
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN KEPALA DESA BATU KETEBUNG TENTANG FENETAPAN KELUJARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEMISKINAN EKSTRIM YANG BEERSUMBER DAR] DAMA DESA (BELT-DD) DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATU KETEBUNG

Menimbang : & bahwa untuk melaksanakan ketenbunn pasal 02 sampel pasal 03 Peraturan Menteri
Peraburan Menteri Desa, Pembangunan Daereh Tertinggal Na. 16 Tahun 2025 tentang
Petuniuk Operasionsl ates Fokus Penggunsan Dang Desa Tahun 2026 , Hepaln Deso
menetapkan penerimae manfaat BLT Dess scsuai dengan pesal terscbut, seboglnane
Juga diatur pula pada pasal 01Peraturan Menterd Keuangan No 02 tentang BLT DD,
Penggunann dan Penyaluran Dana Deea Tahun Anggaran 2026 ;

b. bebwa berdasarkan pertimbangon scbagaimane dimalksud dalam huruf a peru
menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penentapan Keluarga Penerima Manfast
Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrim yang berasal darf Dana Desa (BLT-DD)
Degea Batu Ketebung

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 12 Taehun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangzn (Lembaran Nepata Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambehen
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234,

: 2. Undang-Undang Nemor & Tahun 2014 tenteng Dess (Lembaran Negam Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahen Lembaran Negara Nomor 54935);

3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Desa perubahan atas [ndang-Undang
Noror & Tahun 2014 tentang Deaa (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2014
Nomoe 07, Tambahan Lembaran Negare Nomor S4935) 5

: 4. Peraturan Pemerntoh Republik Indonesla Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelalmanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa scbagaimanza telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Pernturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
i1 Tohun 2019 tentang Perubahan Kedua otas Peraturon Pemerntah Republik
Indenesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturnn Pelaksanoan Undang-Undang
Nomor & thun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelalmansan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Deea (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 4], Tambahan Lembaran Negera Republik [ndonesis Nomor 6321);

: 5, Peraturan Pemeriniah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah leralkhir dengan Pemturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesis Tehun 2016 Nemor 57, Tambahan Lembaran
Hegara Republik Indonesla Nomor S864);

: 6, Peraturan Presidem Nomor 104 Tahun 2021 wentang Rincian Anggamn Pendepatan dan
Belanja Negara Tahun 2022 (Lernbar Megara Republik Indonesis Nomeor 260 Tahun
2021

: 7. Permturan Menterl Dalatn Neger Republik Indonesia Nemor 111 Tabhun 2014 entang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa [Berita Negara Republik Indonesia Tehun 2014
Nomor 20491},

8, Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
(Berita Negara, Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 1037);

9. Peraturan Menterl Dalam Negeri Republik Indoneala Nomor 110 Tahun 2016 Tentang
Badan Permusyawaraten Desa (Berita Megara Republik Indonesiz Tahun 2017 Nomeor
84);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolesn Keuangan
Desa (Berita Negata Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 611];

11. Pemturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonezia Nomor 16 Tahun 201% tentang Musyawarah Desa | Berita Negara Nomaor
1203Tahun 20149;

12, Peraturan Menterd Desa Pembangunan Daerah Tertingeal dan Transmigrasi Republilc
Indonegia Wemor 06 Tahun 2022 pengrant Peraturan Menteri Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmiprasi Republik Indenesia Nomor 21 Tehun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Magyarokat Desa, Beritn
Negara Republik Indoncsia Tahun 2000 Nemor 1633;
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13. Pernturan Menderi Dalam  Negeri Nomor 73 Tohun 2020 tenlang Pengawasan
Prigelolaan Keuangan Desa {Berita Negarn Republik Indoncain Tahun 2020 Nomor
1496];

14. Pemmturan Menterl Keuangan Momor Q1Tahun 2025 (Berita Negarn Republik Indonesia
Tohun 2025 nomor 02) tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 200,

15. Peraturan Menteri Desa, PFembangunan Dacrah Tertinggnl, dan Transmigrasl Nomaor 16
Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2416,

16. Peraturan Bupatt Sintang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupali Sintang Nomer 79 Talun 2018 tentang Dahar Kewenangan [3aa Perdasarkan
Hak Asall Uzul don Kewenhangan Bersknla Lokal Dena;

17. Peraturan Bupati Sintang Nomor 01Tahun 2025 teritang Pengelolann Keuangan Desa di
Kobupaten Sintang

18&. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor Oltentang Syarat-Syarat Pencairan Dana Desa,
PRH, dan ADD pertahapan Tahun 2026

09, Peraturan Desa Batu Ketebung Nomor 65 Tahun 2025 tentang Tentang Anggaran
Pendapalan dan Belanja Desa Batu Ketebung

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : FERATURAN KEPALA DESA BATU KETEBUNG TENTAKG PENETAPAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAT KEMISKINAN EKSTRIM YANG
BERSUMBER DARI DANA DESA (BLT-DD} DESA BATU KETEBUNG
Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1 . Daerah adalah Knbupaten Sintang

2 . Pemerintzh Kabupaten Sintang yang sclanjutnya discbut depgan Pemkab Sintang
adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas
Bugpati dan Peranglkat Dacreh Kabupaten Sintang.

3 . Bupati edalzh Bupati Sintang

4 . Keeamatan adalah suatu wilayah kefja camat sebogal perangkat daerah
kabupaten dalam penyelenggaraan pemerin tahan kecamatan.

5 . Camat adalah pemimpin dan koordinator penyclenggaraan permerintahan di
wilayah kerja lkecamatan  yang dalam pclaksanaan fUgasnyd memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani scbagian
urusan otonomi daersh, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintehan.

6 . Deea adaleh Desa dan Desa adat atau yang discbut dengan nama lain yang
gelanjutnys disebut Desa adalah kesatuan masyarnkat hukum yang memilikd
batas wilayash yang berwenang untuk mengatur dan mengumus  Urusan
pemerintahan, kepentingan masyerakat sctempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, danfatau halk tradisional yang dizskui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7 . Pemetintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
porenpghat Desa sebagai unsur penyelengeara Pemerintahan Desa.

2 , Badan Permusyawaratan Desa atall yang selanjutnya disingkat BPD atag yang
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan  yang GNERAIANYE merapakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

g . Musyawarah Desa atau yang disebut denpan nama lain adalah musyawamh
anlara Badan Permusyewaralan Desa, Pemnerintah Desa, dan unsur masyarshat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menycpakati hal
yang beraifat sirategis.

10 . Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang sclanjutnya disebul
Musrenbang Desa adalah musyawarah antara, BPD, Pcmerintah Desa, dan unsur
masyarakat yoang diselenggarakan cleh Pemerintah Desa untuk menetapkan
prioritas, program, keglatan, dan Lebutuhan Pembangunan Desa yang didanai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa,
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenfKota.

11 . Keuangan Desa adalah semua hak dan kewsjiban Desa yang dopat dinilal dengan
uang seria segala sesualu berups Uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.

12 . Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalul anggaran
pendapatan dan belanja  kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyclenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan ma syarakal,

13 . Anggaran Pendapatan don Belanja Desa, selanjulnya disebut APBDes, adalah
tencana keuangan tahunan pemerintahan Desa,

14 . Rencana Kerja Pemerintah Desa yang sclanjutnya disinghat RKP Desa adalzh
dekumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode L (satu) tahun.
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15 ., Peraturen Desa adelah pernturan perundang-undangan yang ditetapkan olch
Kepala Desa seielnh dibahaa dan disepakati bersama BPD.

16 . Rekening Kas Desa yang sclanjutnyn discbut RED oadaleh rehening tempag
penyimpenan uang Pemerintoh Desa yang menampung selurul penerimaan Dena
den uatek membayar geluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditctaphkan,

17 . Beneonn odaloh  peristiva stau mngakaian peristiva yong mongencom don
mengganggy kehidupan dan penghidupan maayarnkat yang discbablon, baik oleh
faktor alm danfataw feltor nonalam maupun fukter monusin schingga
mengaldbatkan timbulnys korbon jlwa monusia, Jerusakon linglungan, kerigian
harta benda, dan dampekc palocologie.

18 . Bencana alam adalah bencane yang diakibatkar oleh peristiwa alayu serangkaian
peristiwa yang discbabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami,
guaung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longser.

19 . Beneana nonalam adalah bencana yang diskibatkan oleh perietiwe atau tengkaian
pecistiwa nonalam yang antar lain berupn gegal teknolog, gagel modemisasi,
epldemi, dan wabah penyalit

90 . Bantuan Langsung Tunal Dana Desa yang selanjutnya discbut BUT-DD  adalah
bantuan bagi penduduk miskin eksirim yang bersumber dari Dang Desa.

23 , Keluarga Penerima Manfaat (KPM} adalah Keluarga Miskin yang telah memenuhi
kriteria pendudule miskin ekstrim scsual dengan peratumn perundang-undangan
atau kesepakatan Musdesaus

24 . Kriteria Fenduduk Miskin Ekstrim adalah syarat-syarat kbusus yang telah
ditetapkan oleh peraturen perundeng-undangan atal yang teluh disepalkati dalam
musdecesus

25 . Alokasi BLT-DD adalah jumlah Dana Desa yang dislokasi oleh Desa berdasarkan
hasil kesepaleatan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus]

Pasal 2
Ruang Lingap
1. Ruang Lingkup Peraturan Kepala Deea ini adalah sebagai berilut :

&. Tujuan Pemberian BLT-DD Kemiskinan Ekstrim
b, Penerima Manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim
¢. Kriteria Penerims Manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim
¢. ‘Tahapan Penentuan Penerima Manfaat ;
d. TaRapan Fenyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim
e, Tatacars Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstim

Pasal 3
Tujuan

Tujuan Pemberian BLT-DD Kemiskinan Ekstrim sebagaimana dimalkesud pada Ayat (1] faraf

a sdalih untuk peninghkatan ekonomi masyarakat miekin ckatrim desa berdazatkon data

dazar desa.

Pasal 4
Penerima Manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim

{1). Keluarga Penerima Manfaat (KPM] BLT-DD Kemiskinan Ekatrim sshagaimana
dimaksud pada Pasal 2 Ayat {1) huruf b adalah masyarakat miskin ekstrim yang telah
memenuhi kriteria sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sesuai |
dengan kesepakatan Musyawarah Desa Khusus {Musdessus].

{2). Jumlah Penerima Manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim dicantumbkan dalam Berita
Acara Musyawarah Desa Khusus, yang menjedi bagian wak erpisahkan dari Perkades
ind,

{3}. Jangks Waktu Pemberian BLT-DD Kemiskinan Ekstrim adalah selama 12 bulan
terhitung sejak Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.

{4). Besaran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim yang “diterima oleh setiap Keluarga Penerima’
‘Manfaat (KPM) adalah sebesar Rp 150.000,- [Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). '

(S). (BLT Dana Desa Kemiskinan Ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4,
disalurkan selama 1 tahun sesuai aturan yang berlaku dengan maksimal Rp 300,000,
'menggunakan Dana Desa Tahun Anggran berjalan; !

{6). Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim dilakukan secara bertahap sesuai dengan
peraturan perundangan-perundangan yang berlaku

Fasal 5
Penetapan Penerima Manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim oleh Kepala Desa

{l}. Kepala Desa menctapkan pencrima BLT-DD Kemiskinan Ekstrim berdasarkesn hasil
Keputusan Musyawarah Desa Khusus, yang tertuang dalam Berita Acara.

{2). Penetapan Calon Penerima BLT-DD Kemiskinan Ekstrim ditwangkan dalam Surat
Keputusan Kepala Desa

(3). Musyawarah Desa memutiskan tidak ierdapat Calon Penerima BLI-DD Kemiskinan
[Ekstrim scsuai dengan kriteria yang terdapat pada pasal # ayat 1

e
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Pazal 6
Penambahan Keluarga Miskin Ekstrim Calon Penerima Manfaat dan
Penambahan /pengurangan Jumlah Nominal Bantuan

i1l Pt:merinl.ﬂh Desa dapat menambah calon penerima BLT-DD Kemiskinan Elkatrim,
(2). Pemerintah Desa dapat menambah jumlah Bantuan kepada pencrima BLT-DD

3).

Kemiskinan Ekstrim. ;

Penambahan Penerima manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus.

(4), Penambahan Penerima manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim sebagnimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan karena :

a. Ditemukan fakta lapangan bahwa ada Keluarga Miskin yang belum terdata oleh Tim
dan belum menerima bantuan dari pihak lain.

b. Adanya Kebijakan Pemerintah yang memaksa harus dilakukannya penambahan

{5). Penambahanjumlah bantuan, schagaimana dimalksud pada ayat 2, dilakukan atas

dasar :

a. Adanya Kebijakan Pemerintah yang memaksa harus dilakukannya penambahan
jumlah bantuan.,

b. Pemerintah Desa dapat menanibah jumlah Bantuan kepada penerima BLT-DD
Kemiskinan Ekstrim dengan penggunaan dana PAD.

{6). Tahapan penambahan calon Keluarga Penerima Manfaat {KPM) BLT-DD Kemiskinan

Ekstrim adalah sebagai berikut :

a. Pendataan Keluarga Miskin Ekstrim Calon Penerima Manfaat tambahan;

b. Calon Keluarga Penerima Manfaat (KFM) PLT-DD Kemiskinan Ekstrim yang telah
didata oleh Tim Relawan, selanjutnya ditbawa pada forum Musyawarah Desa
Khusus untuk ditetapkan s¢bagai Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Kemiskinan
Ekatrim .

¢. Pengesahan Keluarga Penerima Manfaat [KPM} tambahan BLT-DD Kemiskinan
Ekstrim oleh Kepala Desa;

d. Pengesashan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tambahan BLT-DD Kemiskinan
Ekstrim olch Camat;

Pasal 7

{1] Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

[2) Jika ditemukan permasalahan di lapangan yang tidak i

Dinndangkan di
Pada Tangeal

alur dalam peraturan ini,
maka akan diatur lebih lanjut dalam peraturan  pery] :

+ Balu Ketebung
09 Februari 2026

: Batu ketebung _.
+ 09 Februari 2026 e

Sekretaris Desa Batu Hetebung

w

1

SYAH

BERITA DESA BATU KETEBUNG TAMUN 2026 NOMOR 02
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